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BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS 
YANG DISERTAI PENDANAAN



Indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Garut, berisi program-program prioritas, baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan SKPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.


8.1. 	Program Pembangunan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019  disusun berdasarkan Program Prioritas Bupati sesuai dengan Janji Bupati dan Wakil Bupati pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah, serta program pembangunan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten.

Terdapat 8 (delapan) janji Bupati dan Wakil Bupati Garut pada saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah periode Tahun 2014-2019 yang ditetapkan menjadi Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Garut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019, meliputi:
1. Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani pedagang kecil;
2. Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin;
3. Pemberian insentif bagi RW dan RT, Guru Honorer, Kader Posyandu dan Guru ngaji;
4. 300 milyar untuk Pembangunan Infrastruktur Desa;
5. Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil;
6. Bantuan modal bagi usaha perempuan, perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran;
7. Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya serta mengembangkan keunggulan pariwisata lokal;
8. Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah.

Sementara itu, program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada Tahun 2014 – 2019  yang dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten, terdiri atas Urusan Wajib sebagai urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah kabupaten yang berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Urusan Pilihan sebagai urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Nomenklatur program mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :
I. Urusan Wajib
a. Pendidikan
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah;
4. Program Pendidikan Non Formal; 
5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; 
b. Kesehatan
1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya;
9. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak;
10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia;
11. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan;
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
13. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
14. Program Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
15.  Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
16. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS/ RS Jiwa/RS Paru-paru/ RS Mata;
c. Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan;
3. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong;
4. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
5. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
6. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan;
7. Program Data Base Jalan dan Jembatan;
8. Program Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
10. Program Pengendalian Banjir dan kekeringan serta pengamanan pantai;
11. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya;
12. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku;
d. Perumahan
1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;
4. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran;
5. Program Penataan Perkotaan dan Pedesaan;
6. Program Pengembangan Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih;
7. Program Penataan Gedung dan Lingkungan;
8. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;
e. Penataan Ruang
1. Program Perencanaan Tata Ruang;
2. Program Pemanfaatan Ruang;
3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
f. Perencanaan Pembangunan
1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan bencana;
7. Program Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
9. Program Pengembangan Data / Informasi;
10. Program Kerjasama Pembangunan;
11. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar;
g. Perhubungan
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas;
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa;
h. Lingkungan Hidup
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Peningkatan Pengendalian Polusi;
5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
6. Program Pengelolaan Areal Pemakaman;
7. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut;
8. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim;
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
10. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
11. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
12. Pogram Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
13. Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan;
14. Program Pengelolaan Kawasan Lindung.
i. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
j. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
3. Program Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak;
6. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
7. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
k. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Program Keluarga Berencana;
2. Program Pelayanan Kontrasepsi;
3. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
4. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
5. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS;
6. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri;
7. Program Memperkuat Dukungan Partisipasi Masyarakat;
8. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
9. Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu;
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga;
11. Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
12. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
l. Sosial
1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Anak Terlantar;
4. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
5. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo;
6. Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya);
7. Program Jaminan dan Perlindungan Sosial;
8. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
9. Program Pemantapan Kelembagaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
10. Program Penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
11. [bookmark: _GoBack]Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam (BPBD);
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (BPBD);
13. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial (BPBD);
14. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana;
15. Program Pengembangan Data/Informasi (BPBD);
m. Ketenagakerjaan
1.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3.	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
n. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif;
2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;
o. Penanaman Modal
1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah;
p. Kebudayaan
1. Program Pengembangan Nilai Budaya;
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya;
q. Kepemudaan dan Olahraga
1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda;
2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
4. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga;
5. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga;
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga;
r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal;
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
5. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
6. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
7. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; 
8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
9. Program Peningkatan Ketahanan Bangsa.
s. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Program peningkatan pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
3. Program peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah;
5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Program Penataan Kelembagaan;
7. Program Penataan Tatalaksana;
8. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik;
9. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
10. Program Penanggulangan Bencana Alam;
11. Program Peningkatan Kehidupan Beragama;
12. Program Peningkatan Pendidikan Agama;
13. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
14. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah;
15. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan;
16. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
17. Program Pengawasan Jasa Konstruksi;
18. Program Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Lainnya;
19. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
20. Program Pemberdayaan Olah Raga Masyarakat;
21. Program Kesehatan Reproduksi Remaja;
22. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan;
23. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
24. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa;
25. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
26. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan;
27. Program Peningkatan Perencanaan SKPD;
28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah;
30. program pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang jasa;
31. Program Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah;
32. Program Pembinaan BUMD dan Lembaga Keuangan Non Perbankan;
33. Program Penegasan Batas Wilayah;
34. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
35. Program Penyelesaian Konflik Pertanahan;
36. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran; 
37. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
38. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
39. Program Pendidikan Kedinasan;
40. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;
41. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
42. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
43. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah;
44. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
45. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
46. Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kecamatan;
t. Ketahanan Pangan
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
u. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
5. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
v. Statistik
1. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah;
w. Kearsipan
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan;
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;
3. Program Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan;
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi;
x. Komunikasi dan Informatika
1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi;
2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa;
y. Perpustakaan
1. Program Pengembangan Budaya baca dan Pembinaan Perpustakaan;

II.	Urusan Pilihan
A. Pertanian
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan / Pengembangan Ketahanan Pangan;
3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan;
4. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan;
5. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
6. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan;
7. Program Pengembangan Jaringan Irigasi (PERMENDAGRI NO. 22/2009);
B. Peternakan, Perikanan dan Kelautan
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
2. Program Peningkatan / Pengembangan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan);
3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan;
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
5. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
6. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
7. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Peternakan;
8. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
9. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
10. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
11. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
12. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
13. Program Optimalisasi Pengelolaan Produksi Hasil Perikanan;
14. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan;
15. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar;
C. Kehutanan
1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
2. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan;
4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan;
5. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan;
D. Energi dan Sumber Daya Mineral
1. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan;
2. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan;
3. Program Pendayagunaan Panas Bumi;
4. Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Energi Baru dan Terbarukan;
5. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan; 
6. Program Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Air, Mineral dan Batu Bara;
E. Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
3. Program Pengembangan Kemitraan;
F. Perindustrian dan Perdagangan
1. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi;
2. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
3. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri;
4. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial;
5. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor;
7. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
8. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan;

G. Ketransmigrasian
1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi;
2. Program Transmigrasi Lokal;

8.2	Kebijakan Pendanaan

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, anggaran program Tahun 2014-2019 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian program prioritas pembangunan, yaitu program prioritas Bupati, kemudian prioritas program penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan bantuan tidak langsung berupa bantuan keuangan, hibah, sosial yang merupakan prioritas ketiga.

Selain prioritas program pembangunan, kebijakan anggaran tersebut diorientasikan pada program-program upaya pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melalui  pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif pada pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan bidang penunjang lain, dengan memenuhi terlebih dahulu kebutuhan dasar pemerintah daerah seperti belanja gaji dan tunjangan serta belanja tetap atau fixed cost.

Secara umum kebijakan anggaran antara lain:
1. Anggaran diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari Volume  Anggaran APBD tiap tahunnya dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan implementasi WAJAR  12 tahun serta menciptakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian (termasuk dalam pengertian ini peternakan, perikanan dan kelautan, perkebunan dan kehutanan) pendayagunaan energi (panas bumi, air) penguatan struktur ekonomi regional, pengembangan ekonomi  pedesaan berbasis ‘desa membangun’, permberdayaan masyarakat dalam kegiatan usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan melalui kelembagaan koperasi dan bentuk usaha lainnya serta dukungan infrastruktur pedesaan;
7. Penurunan prosentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
8. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
9. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian target kawasan lindung 81,37% yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat sesuai dengan RTRW, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;
10. Dalam penentuan anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran dilakukan secara terukur sesuai dengan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah, yang diselaraskan dengan kebijakan  Pemerintah Provinsi  Jawa Barat maupun Pemerintah Pusat;
11. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years);
12. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman;
c. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
d. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
e. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
f. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Kebupaten Garut dalam memperkuat otonomi di tingkat desa.

Adapun rincian pagu anggaran selengkapnya disajikan dalam Tabel Indikasi Rencana Program Prioritas sebagai berikut:
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